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PUTUSAN
Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.KP

    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Kupang  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai gugat antara :         

Penggugat,  umur 40 tahun,  agama Islam,  pendidikan  terakhir SD,  pekerjaan

ibu  rumah  tangga,  tempat  tinggal,  di  Desa  Londalusi,

Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa

Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 62  tahun,  agama Islam,  pendidikan  terakhir SD,  pekerjaan

Nelayan,  tempat  tinggal di  Desa Mukekuku, Kecamatan Rote

Timur,  Kabupaten Rote Ndao, Provinsi  Nusa Tenggara Timur,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.  

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dengan surat  gugatannya tertanggal  25  Juni  2020

yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kupang  Nomor

88/Pdt.G/2020/PA.KP,  tanggal  14  Juli  2020 mengemukakan  hal-hal  sebagai

berikut :

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami-istri  sah  yang  telah

melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari   2020 M bertepatan

dengan  tanggal  25  Jumadil  Awwal  1441  H,  yang  dicatat  oleh  pegawai

pencatatan  Akta  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Rote  Timur,
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kabupaten  Rote  Ndao,  Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  sebagaimana

tercantum dalam  Buku Nikah Nomor : xxxxxx;

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama di Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi

Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’dadukhul), dan

belum dikaruniai  anak;

4. Bahwa  sejak  bulan  Mei  tahun  2020  rumah  tangga  penggugat  dan

tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertegkaran

antara  penggugat  dan  tergugat  yang  disebabkan  hal-hal  sebagai  berikut

yakni :

1. Tergugat menyatakan kepada Penggugat untuk untuk kembali ke

agama asalnya yakni Kristen Protestan;

2. Bahwa sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan

kembali kepada agamanya;

3. Bahwa  Tergugat  tidak  memberikan  nafkah  lahir  kepada

Penggugat  kalaupun  diberi  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan

hidup Penggugat;

1. Bahwa  puncak  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  itu  berkelanjutan

terus-menerus  sehingga  akhirnya  sejak  awal  Juni  2020 Tergugat  pergi

meninggalkan rumah bersama  hingga sekarang;   

6. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  mendamaikan  masalah  rumah

tangga antara  Penggugat dan Tergugat, agar kembali rukun dalam ikatan

perkawinan namun tidak berhasil dan Penggugat ingin mengakhiri  rumah

tangga dengan Tergugat;           

7. Bahwa  karena  keadaan  rumah  tangga  yang  demikian,  akhirnya

Penggugat  berkesimpulan rumah tangga antara  Penggugat  dan Tergugat

sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup

lagi  membina  dan  meneruskan  hidup  berumah  tangga  dengan  Tergugat

karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai

sesuai dengan tujuan perkawinan;
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8. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu, oleh karenanya mohon

dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 

Primer : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in Shugra dari Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono) ;      

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  hadir  di

persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan

dan  tidak  mewakilkan  kepada  orang  lain  sebagai  kuasanya  untuk  hadir  di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa  Majelis  Hakim  dalam  setiap  persidangan  telah  berusaha

menasihati Penggugat  selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun

kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah

hadir  menghadap  dipersidangan,  selanjutnya  di  bacakan  surat  gugatan

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat telah

mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat 

- Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor  xxxxxx Tanggal  20 Januari

2020,  bermeterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya, diberi

kode bukti P; 

B. Bukti Saksi :  

1. SAKSI  I, umur  34  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  ibu  rumah

tangga,  tempat  tinggal  di  Desa  Papela,  Kecamatan  Rote  Timur,
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Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi  mengaku

sebagai  sepupu  Penggugat,  di  bawah  sumpahnya  memberikan

keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Tergugat suami dari Penggugat;

- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di

Desa Papela, Kecamatan Rote Timur;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa

Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa dari  pernikahan tersebut,  Penggugat dan Tergugat  tidak

dikaruniai anak;

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi  sering  melihat  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat  yang terjadi  pada bulan Mei  2020 karena Tergugat  ingin

kembali ke agama semula yakni Kristen Protestan;

- Bahwa  Tergugat  tetap  berkeinginan  kembali  memeluk  agama

Kristen Protestan, sejak awal Juni 2020 Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat;

- Bahwa  sejak  pergi  dari  rumah  kediaman  bersama,  saksi  tidak

pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat;

- Bahwa  saksi  dan  keluarga  pernah  menasihati  Penggugat  agar

tidak  bercerai  dengan  Tergugat  tetapi  Penggugat  tetap  dengan

pendiriannya;

2. SAKSI  II, umur  34 tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Nelayan,

tempat tinggal di, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote

Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur,  saksi mengaku  sebagai  sepupu

Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Tergugat suami dari Penggugat;

- Bahwa  saksi  menghadiri  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat

yang dilaksanakan di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa

Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
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- Bahwa dari  pernikahan tersebut,  Penggugat dan Tergugat  tidak

dikaruniai anak;

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan

Mei 2020;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena

Tergugat ingin kembali memeluk agama Kristen Protestan;

- Bahwa sejak awal Juni 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah

tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Pengugat;

- Bahwa  sejak  pergi  dari  rumah  kediaman  bersama,  saksi  tidak

pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat;

- Bahwa  saksi  dan  keluarga  pernah  menasihati  Penggugat  agar

tidak  bercerai  dengan  Tergugat  tetapi  Penggugat  tetap  dengan

pendiriannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada

pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa  untuk  singkatnya  uraian  putusan  ini,  maka  semua  hal  yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  gugatannya  mendalilkan  telah

melangsungkan  perkawinan  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

Urusan Agama Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, dengan Kutipan

Akta  Nikah  Nomor  xxxxxx  Tanggal  20  Januari  2020, dan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat  sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki

alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah di  ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 
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Menimbang,  bahwa  Penggugat dan  Tergugat beragama  Islam,  telah

menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat

Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh

karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama

Kupang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo; 

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut  tidak hadir  di  persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu  Tergugat

dinyatakan  tidak  hadir  dan  gugatan  Penggugat  harus  di periksa  dan  putus

secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang,  bahwa  Tergugat tidak  pernah  hadir  di  persidangan,

sehingga proses mediasi  tidak dapat  dilaksanakan,  dan Majelis Hakim telah

menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,  tetapi Penggugat

tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  dasar  gugatan  Penggugat pada  pokoknya

sebagaimana dalam duduknya perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat tidak  datang  menghadap  di

persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat

harus  dinyatakan  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  namun

karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan

pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan  Pasal 76 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22

ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,   maka  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  Penggugat wajib  menurut  hukum  membuktikan

kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,   bahwa   untuk   membuktikan   dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat  telah  mengajukan  alat  bukti  surat  P dan 2 orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Akta Nikah yang merupakan

akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya

perkawinan yang sah antara Penggugat  dan Tergugat,  oleh karena itu  bukti

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan
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pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  saksi  1 dan  saksi  2  Penggugat,  sudah  dewasa,

berakal sehat, sudah di sumpah  dan mempunyai hubungan keluarga dengan

Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang

Nomor  7  Tahun 1989 dan Pasal  22  ayat  2  Peraturan Pemerintah  Nomor  9

Tahun 1975 serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil

gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah

diatur  dalam Pasal  308  R.Bg.  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa keterangan saksi  1  dan saksi  2  bersesuaian dan

cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang

saksi  tersebut  memenuhi  Pasal  308 dan  Pasal  309  R.Bg,sehingga memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keterangan  Penggugat,  bukti  P,serta

saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Januari 2020

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;

2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa antara  Penggugat  dan  Tergugat  sejak  bulan  Mei  2020  sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  karena  Tergugat  berkeinginan

memeluk agama Kristen Protestan;

4. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  sejak

bulan Juni 2020;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa

antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran
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mengakibatkan keduanya sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat berkeinginan

memeluk agama Kristen  Protestan yang akibatnya Penggugat  dan Tergugat

tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri  sehingga Penggugat

menyatakan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat

yang pada akhirnya mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat

telah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, maka Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugugat  sudah  tidak

dapat  hidup  dalam  satu  rumah  tangga  dalam  keadaan  harmonis  dengan

pertimbangan bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat

sudah  tidak  ada  komunikasi  kearah  perbaikan  rumah  tangga  yang

mengakibatkan antara Penggugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya

sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian

yang  diajukan  oleh  Penggugat  telah  sejalan  dengan  apa  yang  dikehendaki

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116

huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  yaitu  antara  suami  isteri  telah  terjadi

percekcokan dan pertengkaran secara terus menerus dan berturut-turut  dan

keduanya sudah tidak ada harapan akan rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  dalam  perkara  ini  telah  berupaya

semaksimal  mungkin  untuk  menasehati  Penggugat  agar  kembali  rukun

membina  rumah  tangga  dengan  Tergugat  ternyata  tidak  berhasil  karena

Penggugat  telah menyatakan sikapnya untuk  tetap pada pendiriannya untuk

bercerai dengan Tergugat, sehingga pengadilan menilai bahwa dengan sebab

percekcokan dan pertengkaran itu telah mencapai pada suatu keadaan yang

mana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin

lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah  sebagaimana  yang  dikehendaki  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  prinsip  terjadinya  perkawinan  adalah  untuk

membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa  sesuai  dengan  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan

diperintahkan  kepada  Penggugat  dan  Tergugat  (suami  isteri)  untuk  bergaul

dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 19;
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Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari

kehidupan  rumah  tangga  dan  tidak  saling  memperdulikan  satu  sama  lain

sebagaimana pertimbangan diatas,  telah menunjukkan bahwa rumah tangga

yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang

dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat

Penggugat untuk bercerai dari  Tergugat,  sehingga oleh karenanya dari  fakta

tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal

untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  sebagaimana

diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al qur’an surat an-

Nisa ayat 19;

Menimbang,  bahwa  dari  pertimbangan  tersebut,  pengadilan

berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada

pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage) keduanya sudah sangat

sulit  untuk  hidup  rukun  lagi  sebagai  suami  isteri,  sehingga  rumah  tangga

keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan dan jika tetap dipertahankan

dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, maka alternatif

penyelesaian sengketa perkawinan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat

adalah perceraian;

Menimbang  bahwa  perceraian  bukanlah  jalan  terbaik  dalam  sebuah

rumah tangga,  namun jika  Penggugat  dengan Tergugat  dipaksa untuk terus

terikat  dalam  perkawinan  yang  sudah  rapuh  tentu  akan  mendatangkan

mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai

memberikan mudharat yang lebih ringan dari  pada memaksakan perkawinan

terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi: 

أخفهما     دفع تعارضضرران إذا

Artinya: “Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka

diambil yang paling ringan bahayanya”;

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan  qaidah

Fiqhiyah dalam  kitab  al-Asybah  wa  an-Nadzoir  fi  al-Furu’ halaman  63

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :
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المَْصَالحِِ      جَلبِْ مِنْ أوَلْىَ المَْفَاسِدِ  درَْءُ

Artinya  :  “Menolak  kerusakan  lebih  diutamakan  daripada  memperoleh

kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara

a quo, Majelis Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih

Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai

berikut : 

يستطاع               ل إضرارا بها الزوج إضرار ادعت إذا التفريق القاضي من تطلب أن للزوجة أن

أمثالهما     بين العشرة دوام بائنة        ...معه طلقة طلقها بينهما الصلح عن القاضي .وعجز

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim
untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila
telah  ternyata  didalam  perkawinan  terdapat  kemudlaratan  dimana
suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan
kelangsungan  rumah  tangga  itu....  dan  Hakim  sudah  tidak  dapat
mendamaikan  suami  isteri  tersebut,  maka  Hakim  menceraikannya
dengan talak satu ba’in."

Menimbang,  bahwa  dari  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,  maka

gugatan  Penggugat  telah  terbukti  kebenarannya  dan  telah  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemeirntah Nomor 9 Tahun 1975 juncto

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat

dapat  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  bai’n  shugra  Tergugat

terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Pengguhgat  telah  diizinkan  untuk

beracara  dengan  dibiayai  oleh  negara  (vide  :  Penetapan  Ketua  Pengadilan

Agama Kupang Nomor W23-A1/752/HK.05/VII/2020 Tanggal 2 Juli 2020), maka

sebagaimana  telah  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum

Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama

Kupang Tahun 2020;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam

yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shugra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan  biaya  perkara  ini  kepada  Negara  melalui  DIPA

Pengadilan Agama Kupang tahun 2020 sejumlah Rp. 1.032.000,00 (satu

juta tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian  putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Kupang dalam sidang keliling di  Kecamatan Rote

Timur, Kabupaten Rote Ndao yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11

Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal  21 Zulhijah 1441 Hijriah,

oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.  sebagai Ketua Majelis, Drs. Mansyur.

dan  Rustam,  S.H.I.,  M.H. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis  tersebut  dengan didampingi  oleh  Hakim Anggota dan dibantu

oleh  Sahbudin  Kesi,  S.Ag.,M.H.  sebagai  Panitera  serta  dihadiri  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota,                                            Ketua Majelis,

ttd. ttd.

Drs.Mansyur.                                          Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Rustam, S.H.I., M.H.                                    

Panitera,
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ttd.

Sahbudin Kesi, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp.             0,00

b. Panggilan Pertama P dan T : Rp.             0,00

c. Redaksi : Rp.             0,00

d. Pemberitahuan isi putusan : Rp.             0,00

2. Proses : Rp.    50.000,00

3. Panggilan : Rp. 732.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 244.000,00

5. Meterai :     Rp.          6.000,00  

    Jumlah                      : Rp.1.032.000,00

  (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah).

Mengesahkan salinan putusan sesuai aslinya

Kupang, 11 Agustus 2020

Panitera,

Sahbudin Kesi, S.Ag.,M.H.
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